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BAB I

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (mitssâqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.
 Dengan perkawinan diharapkan akan terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat al-Rum ayat 21:
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Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(QS. Al-Rum: 21)
Salah satu tujuan dari perkawinan dalam Islam adalah untuk tanâsul (melanjutkan keturunan).
 Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai suatu sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, atau hanya sekedar untuk memenuhi fitrah manusia, melainkan adalah untuk mendapatkan anak (keturunan).
 

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.
Anak (keturunan) sah tentu akan lahir dari hubungan perkawinan yang sah. Islam melarang dengan keras setiap perbuatan yang dapat merusak keturunan. Oleh karena itu, untuk menjaga keturunan, Islam menerapkan beberapa aturan yang sangat ketat sehingga setiap anak yang lahir dalam Islam dapat terjaga dengan baik. Salah satu bentuk penjagaan keturunan, Islam melarang perbuatan zina. Hukum Islam memberi sanksi yang berat terhadap perbuatan zina. Karena zina dapat mengakibatkan ketidakjelasan keturunan. Sehingga ketika lahir anak sebagai akibat dari perbuatan zina, maka akan ada keraguan tentang siapa bapaknya. Bagi pelaku zina, Islam memberikan hukuman yang sangat keras sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Nur ayat 2:
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Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS. Al-Nur:2)

Dengan adanya perkawinan, setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami, mutlak menjadi anak dari suami itu, tanpa memerlukan pengakuan darinya.
 Aturan Islam menetapkan bahwa setiap anak yang lahir dalam Islam menyandang nama bapaknya. Seorang suami tidak dapat menolak menjadi ayah terhadap anak yang lahir dalam keluarganya.
 Tetapi jika terdapat keraguan dari seorang suami terhadap anak yang dilahirkan istrinya adalah anak sah dari hubungan perkawinannya, dalam kata lain suami menuduh istri telah berzina sehingga melahirkan seorang anak, maka suami dapat menggugat istrinya dengan syarat harus mendatangkan empat orang saksi. Hal ini terdapat dalam surat al-Nur ayat 6:
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Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. (QS. Al-Nur: 6)
Namun, apabila suami tidak dapat mendatangkan saksi-saksi, berdasarkan ayat ini, suami harus bersumpah sebanyak empat kali untuk memperkuat tuduhannya yang dalam hukum Islam hal ini dikenal dengan istilah sumpah li’ân.
Di Indonesia, bagi yang beragama Islam, penyelesaian perkara atas dasar alasan isteri atau suami berzina dilaksanakan di Pengadilan Agama. Persoalan ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, diberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani gugatan perceraian dengan alasan zina. Penyelesaian perkara atas dasar alasan zina, dalam aturannya diselesaikan dengan cara li’ân. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 87-88:
 sebagai berikut:

Pasal 87: 
(1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

(2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.
Pasal 88:
(1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li`ân.

(2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.
Dalam aturan ini dijelaskan jika tuduhan zina berasal dari suami kepada isteri, maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan cara li`ân. Apabila tuduhan zina berasal dari isteri kepada suami, maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.
Aturan yang sama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 126 sebagai berikut:

Pasal 126: Li`ân terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.
Pasal ini juga menegaskan bahwa tuduhan zina kepada istri dan atau pengingkaran anak yang ada dalam kandungan istri penyelesaiannya akan berujung kepada pengucapan sumpah li’an. Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang penyelesaian perkara li’an dalam pasal 127. Dalam pasal ini tata cara li`ân diatur sebagai berikut :

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”
c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li`ân.
Penyelesaian perkara dengan alasan tuduhan zina yang diselesaikan dengan cara li’an ini hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 128 “Li`ân hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama”.

Di dalam beberapa aturan di atas, suami yang menuduh isterinya bezina dan atau mengingkari anak yang ada dalam kandungan isterinya diharuskan mendatangkan empat orang saksi untuk membuktikan tuduhannya tersebut. Apabila suami tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka suami harus mengucapkan sumpah sebanyak emapt kali yang diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta” sebagai penguat tuduhannya. Istri yang tertuduh dibolehkan untuk membantah tuduhan suaminya juga dengan mengucapkan empat kali yang diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar” dan pengucapan sumpah ini harus dilakukan dihadapan hakim. Jika suami dan isteri telah melakukan sumpah, maka ikatan Perkawinan antara suami dan isteri akan putus dengan amar berupa putusan perceraian talak ba’in kubra.

Hukum Islam juga mengatur secara ekplisit mengenai perkara li’ân. Apabila suami menuduh isteri telah melakukan zina, tetapi tidak dapat membuktikan dengan menghadirkan empat orang saksi, untuk melepaskan dirinya dari hukuman qazf,
 maka suami harus mengucapkan sumpah. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT, dalam surat al-Nur ayat 6-9:
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Artinya “Dan orang-orang yang menuduh isterinya berbuat zina, padahal mereka tidak mempunyai saksi selain dari mereka sendiri, maka kesaksian itu ialah empat kali bersumpah dengan menyebut nama Allah. Sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang benar. Dan pada sumpah yang kelima ia nyatakan bahwa laknat Allah atas dirinya jika ia berdusta. Dan hukuman dapat tertolak dari isteri jika ia bersumpah empat kali dengan nama Allah, dan bahwa suaminya dusta. Dan yang kelima bahwa murka Allah atas dirinya jika suaminya yang benar. (QS. Al-Nur: 6-9)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa hukuman dari tuduhan zina yang diberikan suami kepada isteri dapat ditolak jika isteri juga mengucapkan sumpah sebanyak empat kali yang menyatakan tentang bantahan terhadap tuduhan tersebut. Tuduh menuduh tentang zina inilah yang dikenal dalam hukum Islam dengan istilah li’ân.
Dalam aturan Islam, li’ân memiliki konsekwensi yang sangat berat. Li’ân menyebabkan ikatan perkawinan antara suami dan isteri putus untuk selama-lamanya
. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِى الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم قَالَ « الْمُتَلاَعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ». (رواه الدارقطني)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Hasan, Muhammad bin ‘Usman, Qurwah bin Abi al-Magra’, Abu Mu’âwiyah dari Muhammad bin Zaid dari Zaid dari Sa’id bin Jubair dari Abi Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda:  Suami isteri yang telah bermula’anah bila telah berpisah maka mereka tidak dapat kembali selama-lamanya”. (H.R. al-Dâraqthni)

Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa li’ân menyebabkan suami isteri yang telah ber-mulâ’anah tidak dapat berkumpul lagi sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Dâraquthni sebagai berikut: 
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَانِئٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَلِىٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالاَ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ يَجْتَمِعَ الْمُتَلاَعِنَانِ. (رواه الدارقطني)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Sa’id, Hasan bin ‘Usbah bin ‘Abadirrahman, Abdurrahman bin Hani’, Abu Malik dari ‘Âsim dari Zar dari Ali dan Abdullah kedua berkata: “Berdasarkan Sunnah, suami isteri yang telah berpisah sungguh tidak akan bisa berkumpul lagi”. (H.R.al-Dâraquthni)

Hadis ini menegaskan bahwa suami isteri yang telah ber-mula’anah tidak bisa bersatu lagi dan berpisah untuk selama-lamanya. 
  Proses penyelesaian perkara li`ân, sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 128 hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.
 Artinya, proses li`ân yang dilakukan tidak di hadapan Hakim Pengadilan Agama tidak diakui dan tidak sah. Perkara li`ân di Pengadilan Agama, dalam proses penyelesaiannya, mengambil secara sempurna seluruh ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 125 s/d 128 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 125:  Li`ân menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya
Pasal 126: Li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.
Pasal  127:  Tata cara li`an diatur sebagai berikut :

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran gtersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”
c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li`an.
Pasal 128:  Li`an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Untuk melihat aplikasi dari teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di salah satu lembaga Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kelas IA Padang yang berlokasi di Kota Padang. Penelitian ini berhubungan dengan proses penyelesaian perkara suami yang menuduh isteri berzina dan mengingkari anak dalam kandungan isterinya. Perkara yang penulis maksud terdaftar pada tahun 2007 di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. 
Selama tahun 2007 terdapat 70 perkara gugatan dengan kategori gangguan pihak ketiga dari 501 gugatan yang terdaftar. Dari 70 perkara tersebut terdapat sebuah perkara dengan nomor 240/Pdt.G/2007/PA.Pdg yang tergolong kepada perkara dengan dasar alasan isteri berzina. Dalam Putusan perkara tersebut, salah satu permasalahan yang menjadi pokok persoalan, Pemohon mengingkari anak yang sedang dikandung isterinya. Tuduhan tersebut dibantah oleh Termohon dalam duplik-nya dengan menyatakan bahwa anak yang dikandung adalah anak Pemohon. Proses tuduh menuduh ini berlanjut sampai proses sidang terakhir dilaksanakan. Persoalan yang diperkarakan ini diputus oleh Hakim dengan amar putusan menjatuhkan talak raj'i.

Amar putusan tentang perkara tuduh menuduh zina dan atau pengingkaran anak yang diputus dengan talak raj'i tentu akan membuka peluang kepada suami dan isteri untuk rujuk kembali, sementara penyelesaian perkara dimana suami menuduh isterinya berzina atau mengingkari anak yang ada dalam kandungan isterinya, Islam mengisyaratkan diselesaikan dengan tata cara li’ân yang dalam aturannya diputus dengan talak ba’in kubro. Artinya, penyelesaian perkara yang tergolong kepada perkara tuduh menuduh yang berhubungan dengan zina di Pengadilan Agama Kelas IA Padang tidak sesuai dengan aturan yang menjadi rujukan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama yaitu diselesaikan dengan cara li’an. 
Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk membahas masalah ini sebagai sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul "PENYELESAIAN PERKARA LI’ÂN DI PENGADILAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Analisis Tentang Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Zina di Pengadilan Agama Kelas I A Padang tahun 2007)”
B. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH
1. Batasan Masalah

Dalam tulisan ini, penulis hanya menganalisis perkara perceraian dengan alasan zina pada tahun 2007 di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Pada tahun 2007 terdapat 70 perkara yang dikategorikan sebagai perkara dengan kategori gangguan pihak ketiga. Dari 70 perkara tersebut terdapat satu perkara dengan nomor 240/Pdt.G/2007/PA. Padang yang berhubungan dengan persoalan tuduhan zina dari suami kepada isteri. Penulis hanya menganalisis satu perkara karena semua perkara perceraian dengan alasan zina yang telah diputus di Pengadilan Agama Kelas IA Padang pada tahun 2007 tidak diselesaikan dengan cara li’an. Perkara-perkara tersebut diputus dengan proses perceraian biasa dengan amar putusan dalam bentuk talak raj’i.
2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari pembahasan ini adalah:

a. Apa pertimbangan Hakim dalam putusan perkara perceraian dengan alasan zina di Pengadilan Agama Kelas IA Padang pada tahun 2007?

b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Hakim pada perkara perceraian dengan alasan zina di Pengadilan Agama Kelas IA Padang pada tahun 2007?
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

a. Menjelaskan pertimbangan Hakim dalam putusan perkara perceraian dengan alasan zina di Pengadilan Agama Kelas IA Padang pada tahun 2007?

b. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap putusan Hakim pada perkara perceraian dengan alasan zina di Pengadilan Agama Kelas IA Padang pada tahun 2007?

2. Kegunaan Penelitian
Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk:

a. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang hukum perdata keluarga pada umumnya, dan perkara li’an pada khususnya

b. Menambah bahan bacaan dan informasi di bidang hukum perdata keluarga

c. Memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Magister Agama bagi penulis.
D. DEFINISI OPERASIONAL
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud penelitian yang penulis lakukan ini, maka perlu dijelaskan beberapa key concept dalam judul di atas, yaitu sebagai berikut:

Li’ân  adalah sumpah suami bila menuduh istrinya berzina sebanyak empat kali sumpah, bahwa ia termasuk orang-orang yang benar, kemudian dalam sumpah yang kelima disebutkan bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta, sedangkan istripun bersumpah terhadap kebohongan suaminya sebanyak empat kali, sesungguhnya dalam sumpah yang kelima disebutkan bahwa murka Allah atasnya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar.

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
 Yang penulis maksud dalam tulisan ini adalah Pengadilan Agama Kelas IA Padang yang diresmikan pada tanggal 18 Oktober 1959 di Jalan Jati Padang oleh K.H Moesleh yang ditunjuk oleh Menteri. Ketua Pengadilan Agama Ketika itu adalah Silahidin Yunus Datuk Hindun Sutan. Pada Tahun 1960 Kantor Pengadilan Agama Padang Pindah ke rumah seorang yang berkebangsaan Taiwan bernama Pohok, namun tidak lama berselang pindah lagi ke Jalan Jati. Pengadilan Agama Padang pindah lagi ke Jalan Kuini No. 79 B Padang (Komplek Kanwil Dep. Agama Sumatera Barat). Tahun 1991 pindah ke Kompleks Masjid Nurul Iman Jl. Thamrin Padang di gedung eks Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pada tanggal 24 April 1998 pindah ke Jl. Durian Tarung No. 1 Padang sampai sekarang.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah tentang tingkah laku manusia makallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat seluruh anggotanya, yaitu semua yang beragama Islam.
 Adapun yang penulis maksud disini adalah hukum fikih yang dirumuskan oleh fuqaha’ dan hukum positif (perundang-undangan) yang berhubungan dengan perkawinan dan Peradilan Agama.  
Jadi yang penulis maksud dengan judul penelitian ini secara keseluruhan adalah melakukan suatu penelitian terhadap berkas perkara nomor 240/Pdt.G/2007/PA.Pdg tentang penyelesaian perkara li’ân yang telah diputus oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Padang pada tahun 2007 menurut Fuqaha’ dan hokum positif. 
E. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Penelitian yang berhubungan dengan permasalahan li’ân yang penulis lakukan bukanlah penelitian pertama di bidang ini. Ada beberapa hasil penelitian yang telah ditulis sebelum penelitian ini penulis lakukan. 
Penelitian mengenai li’ân telah dilakukan sebelumnya oleh Evi Ismalwati pada tahun 2000 dalam sebuah skripsi dengan judul Tes DNA sebagai alat bukti dalam penetapan nasab menurut hukum Islam. Skripsi ini menekankan kepada penetapan nasab terhadap kasus tertukarnya bayi dengan tes DNA ditinjau dari hukum Islam. 

Penelitian lain yang berhubungan dengan perkara li’ân juga pernah diteliti oleh Afrizal dalam sebuah tesis pada tahun 2004 dengan judul Akibat hukum li’ân setelah suami mencabut pernyataannya. Penelitian ini membahas tentang perbedaan pendapat Jumhur dengan Hanafi tentang kebolehan mencabut pernyataan li’ân . 
Persoalan li’ân juga telah pernah dibahas oleh M. Irsyaad pada tahun 2006 dengan judul Pelaksanaan Lian Ketika Istri Sedang Hamil (Studi Komperatif Hanafiyah Dan Malikiyah). Penelitian ini memfokuskan pembahasan kepada studi komparatif pendapat Hanafiyah dan Malikiyah tentang waktu pelaksanaan li’ân apakah li’ân dilaksanakan ketika isteri sedang hamil atau harus menunggu istri melahirkan dahulu.

Indra Bachri pada tahun 2007 juga telah membahas persoalan li’ân dalam sebuah skripsi dengan judul Penarikan Kembali Sumpah Li’ân Oleh Suami Setelah Mengetahui Tes DNA Ditinjau Dari Hukum Islam. Penelitian tersebut membahas tentang hukum suami menarik kembali sumpah li’ân setelah mengetahui hasil tes DNA dan akibat hukum penarikan kembali sumpah li’ân tersebut, dengan kesimpulan penarikan tersebut mubah tetapi suami dikenakan had qazf sebanyak 80 kali dera dan nasab anak dikembalikan kepadanya.
Selanjutnya penelitian Fitri Dayati tahun 2007 dengan judul Bentuk Perceraian Secara Li’ân (Analisis Pendapat Abu Hanfiyah). Penelitian ini membahas tentang gambaran secara umum mengenai bentuk perceraian secara li’ân ditinjau dari pendapat Imam Hanafi.
Di samping itu, penelitian tentang persoalan li’ân juga telah dibahas oleh Rino Yuhanda pada tahun 2008 dengan dengan judul Keengganan Suami Mengucapkan Sumpah li’ân (Analisis Pendapat Hanafiyah). Penelitian ini membahas tentang keengganan suami yang menuduh istrinya berzina untuk mengucapkan sumpah li’ân padahal suami tidak bisa mendatangkan empat orang saksi yang ditinjau dari pendapat Hanafiyah. 
Sementara penelitian yang penulis lakukan adalah tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara li’ân yang ada di Pengadilan Agama Kelas IA Padang yang terjadi pada tahun 2007.

F. METODE PENELITIAN
1. Jenis penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi dokumentasi yang terdapat di Pengadilan Agama Kelas IA Padang nomor 240/Pdt.G/2007/PA.Pdg yang diolah dengan menggunakan metode content analysis (analisis isi), selanjutnya data yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif analisis guna diperolehnya suatu kesimpulan.
2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang yang berlokasi di Kota Padang dengan wilayah yurisdiksi meliputi dua wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 Penulis melakukan penelitian di Pengadilan ini karena penyelesaian perkara perceraian dengan alasan zina yang diputus, dalam perjalanannya, berbeda dengan aturan perundang-undangan dan ketentuan fikih. 
3. Sumber data

Sumber data primer penelitian ini adalah berkas perkara nomor 240/Pdt.G/2007/PA.Pdg. merupakan salah satu Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Padang pada tahun 2007, Majelis Hakim, dan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan langsung dengan objek penelitian ini. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang secara tidak langsung relevan dan memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara yang bersifat terbuka dengan tujuh orang hakim yaitu Drs. Sulem Ahmad, SH, MHI, Drs. Djahidin, Drs. Risman, S.Ds, Dra. Orba Susilawati, MHI dan Drs. Kamardi, SH, Drs.Bahril, MHI, Dra.Hj.Noviarni, SH, MHI yang bertugas di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Penulis mencukupkan wawancara hanya dengan tujuh orang hakim karena dalam wawancara penulis menggunakan teknik snowball sampling yaitu; teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan sistem jaringan responden. Mulai dari mewawancarai satu responden. Kemudian, responden tersebut akan menunjukkan responden lain dan responden lain tersebut akan menunjukkan responden berikutnya. Hal ini dilakukan secara terus-menerus sampai data yang diperoleh telah telah cukup. Data juga penulis peroleh dengan cara membaca, dan menela'ah berkas perkara dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek bahasan yang penulis teliti.
5. Teknik Analisis data

Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian sekaligus melakukan analisis terhadap data-data yang ditemukan dengan menggunakan metode berfikir induktif, deduktif, dan komparatif, yang hasil penelitian ini dikemukakan melalui kata dan kalimat, tidak berupa angka.
G. SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan tesis ini terbagi kepada lima bab yang masing-masing bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut.
BAB I
merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, defenisi operasional, kajian kepustakaan dan Metode Penelitian.

BAB II
 merupakan bab landasan teoritis yang membahas tentang li’ân dan akibat hukumnya yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat li’ân, penyebab li’ân dan tata cara penyelesaiannya, akibat hukum li’ân menurut fuqaha’ dan hukum positif dan penyelesaian perkara li’ân menurut hukum positif.

BAB III berisi tentang penyelesaian perkara perceraian karena alasan zina yang membahas tentang pengertian, dasar hukum dan sanksi zina dan penyelesaian perkara perceraian dengan alasan zina.

BAB IV merupakan bab analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas IA Padang tentang penyelesaian perkara li’ân yang berisi tentang gambaran tentang duduk perkara nomor 240/Pdt.G/2007/PA.Pdg, pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara li’ân di Pengadilan Agama Kelas IA Padang dan tinjauan hukum islam terhadap penetapan perkara li’ân di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

BAB V merupakan bab kesimpulan dan saran.
� Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Karya Anda, 1991), h. 19


� Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. ke-4, Jilid II, h. 5


� Afdol, Pengangkatan Anak dan Aspek Hukumnya Menurut Hukum Adat, dalam Suara Uldilag Vol. 3 No XI, September 2007, (Jakarta: Pokja Perdata Agama, 2007), h. 57


� Yusuf al-Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, [Penerjemah Wahid Ahmadi dkk, Judul Asli al-Halal wal Haram fil Islam], (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976), h. 306


� A.Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah), (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada: 2002), h. 247


� Departemen Agama RI, Amandemen UU Peradilan Agana No 3 Tahun 2006, (Jakarta: Media Centre, 2006), h 68


� Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit., h. 75


� Ibid.


� Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, (Jakarta: 2009), h. 226


� Qazf adalah menasabkan seorang anak Adam ke laki-laki lain disebabkan zina atau memutuskan  keturunan seorang muslim. Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 5, h. 1456


�Ahmad Muhammad Sakir, al-Muhalla, Juz. X, (Beirut: Dar al-Jill, t.th), h. 146. Lihat Juga Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 296 


� H.R al-Dâraqutni, (CD Maktabah al-Syamilah: Sunan al-Dâraquthni, Kitab Sunan al-Dâraquthni, Hadis 3749). 


� Ibid., Hadis 3752.


� Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, op.cit., h. 75


� Ibid.


� Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Lihat Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit., h. 154


� Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhshiyah, (Beirut: Dar al-Fikri al-‘Arabi, 1957), h. 403. lihat juga Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz. IX, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’asyir, 2002), h. 7092


� Departemen Agama RI, Amandemen UU Peradilan Agana No 3 Tahun 2006, Op.Cit., h. 11


� Profil Pengadilan Agama Padang, 2008, p. 1, http://www.pa-padang.net/index.php


� M. Abdul Mujied Thalhah, Syafi’iyah, AM, Kamus Istilah Fiqih,(Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), cet. 20, h. 318. lihat juga Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh I, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), jilid I, h. 5  


� Profil Pengadilan Agama Padang, Op.cit.
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